
BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 3b TAHUN 2008 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS JABATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 
KABUPATENLAMPUNGSELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang : a.	 babwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tabun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasall64 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tabun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, perlu dibuatkan Rincian Tugas Jabatan 
Masing-masing PerangkatDaerah; 

b.	 babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
tersebutdiatas, maka perlu menetapkan rincian tugas jabatan, fungsi dan tata 
kerja BadanLingkungan HidupDaerahKabupaten Lampung Selatan dengan 
PeraturanBupatiLampung Selatan.. 

Mengingat : 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1959tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tabun 
1956, Undang-Undang DaruratNomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II tennasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Surnatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

..-.- Indonesia Tabun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimena telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tabun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 109, Tambahan Lernbaran Negara 
RepublikIndonesia Nomor3890); 

3.	 Undang-Undang Nomor 10 Tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taboo 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor4389); 

4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telab 
diubab beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 
2008 (Lernbaran Neagara Repub1ik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4844); 
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5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 4438) ; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenIKota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 NomOI 82, 'Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4737); 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomOI 89, 
Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomOI 4741); 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tabun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi PerangkatDaerah; 

9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan NomOI 06 taboo 2008 
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
KabupatenLampung Selatan. 

MEMUTIJSKAN : 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG RINCIAN 
TUGAS JABATAN BAnAN LINGKUNGAN lDDUP DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNGSELATAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Passll 

DalamPeraturan ini yang dimaksuddengan : 

1.	 Daerah adalah DaerahKabupaten LampUDg Selatan. 

2.	 PemerintahKabupaten adalah PemerintahKabupatenLampuugSelatan. 

3.	 Bupati adalsh Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Wakil Bupati adalah Wakil Buputi Lampung Selatan. 

5.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

6.	 Se.kretaris Daerah adaJah Sekretaris Daerah J("a),,_ T 0 

Selatan. •...............u ~_ 

_ 

7.	 Dadan Linsk-sun Hidup Oaerah adaIah Badan Lin2kun2an Hid 
Daerah KabupatenLampungSelatan. UJl 

8.	 Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah 
Kabupaten LIlDlpung Selatan. 

9.	 U~t Pelayanan Teknis adaIab Unit Pelaksana Teknis Badan LiD<Y"'_~ 
HidupDaerah Kabupaten LIlDlpung Selatan. -'-""6'W 
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BABII 

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

Bagian Pertams 
Susunan Organisasi 

PasaI2 

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 

Lampung Selatan adalah sebagai berikut : 

1.	 Kepala Badan. 

2.	 Kepala Sekretariat, membawahi : 

a.	 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b.	 Kepala Sub Bagian Perencanaan; 

c.	 Kepala Sub Bagian Keuangan. 

3.	 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan, 

membawahi: 

a, Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran; 

b.	 Kepala Sub Bidang Bina Lingkungan. 

4. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi : 

a.	 Kepala Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam; 

b.	 Kepala Sub Bidang Tata Lingkungan, 

5. KepalaBidang Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahi : 

a. Kepala Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

b.	 Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas. 

6.	 Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukwn Lingkungan, 

membawahi : 

a.	 Kepala Sub Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup; 

b. KepalaSub Bidang Penegakan Hukum. 

7.	 Unit Pelaksanaan Teknis. 

8.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua
 

Struktur Organisasi
 

Pasal3
 

Bagan struktur organisasl Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum 

pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. 
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BAB III
 

RlNCIANTUGAS JABATAN
 

Bagian Pertama
 

Kepala Badan
 

PasaI4
 

Tugas pokok Kepala Badan rnernimpin Badan Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah. rnelaksanakan pernbinaan terhadap aparatur 

bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasilguna, rnelaksanakan 

kerjasama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup Daerah 

dengan Instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas dibidang Lingkungan Hidup. 

Pasal5 

Untuk rnenyclenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan 

ini, Kepala Badan rnernpunyai rinciantugas, sebagai berikut ; 

a. rnenyusun, rnerumuskan dan rnernpersiapkan program dibidang Lingkungan Hidup, sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membina, mernantau dan rnengendalikan pelaksanaan program kegiatan agar terlaksana 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan; 

c. rnengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait, dalam bidang 

Lingkungan Hidup, agar terjadi kesarnaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam 

pelaksanaan pernbangunan; 

d. rnernpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup 

sebagai acuan dalarn pelaksanaan tugas: 

e. mernbagi habis tugas pada kedinasan Lmgkungan Hidup dibidang teknis dan adrninistrasi 

kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan Badan Lingkungan Hidup 

rnempunyai dan rnernahami beban tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

f. mernberikan petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang 

pelaksanaan tugas untuk rnenghindari terjadinya penyirnpangan dalam pelaksanaan tugas; 

g. mernberikan usulan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan 

kebijaksanaan yang akan diarnbil dibidang Lingkungan Hidup; 

h. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan; 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; dan 

j. mernbuat laporan kepada atasan sebagai rnasukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 

laniut. 
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Bagian Kedua
 

Sekretaris
 

Pasal6
 

Tugas pokok Sekretaris adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja Badan, 

pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga. Hubungan rnasyarakat, sural

menyurat, protokol, serta pelaksanaan evaluasi dan pembuatan Iaporan Badan. sesuai dengan 

Peraturan perundang-udangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal7 

Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, 

Sekretaris mempunyai rincian tugas, sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka penyusunan program kerja 

Badan sebagai Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan, serta rencana kerja 

sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta mernantau bawahan dalam melaksanakan tugas pengelolaan 

urusan perencanaan, administrasi kantor, hubungan kemasyarakatan, kepegawaian, keuangan 

serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan agar dapat terlaksana sesuai dengan program kerja 

yang telah disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Linglrungan 

Hidup serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesekretariatan 

sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat; 

d. membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 

memahami tugas dan tanggung-jawab masing-rnasing; 

e. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan 

bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

f. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya 

guna dan berhasil guna; 

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

h. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

I.	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai rnasukan untuk dijadikan bahan dalam 

menyusun program kerja Badan lebih lanjut; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Pasal8 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas 

Sekretariat dibidang surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, Hubungan kemasyarakatan, 

dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkunganBadan, Keolahragaan, Ketatalaksanaan 

dan urusan rumah tangga lainnya, 

Pasal9 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan 

ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan 

Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi pennasalahan-pennasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bagian Umumdan Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. melaksanakan penataan administrasi surat menyurat untuk mempennudah proses lebih 

lanjut; 

d. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut urusan kedinasan; 

e. menyiapkan dan memantau penyediaan ternpat dan perlengkapannya untuk keperluan 

pelaksanaan rapat dan pertemuan Badan lainnya; 

f. melakukan bahan penyusunanjadwal acara dan administrasi kegiatan Kepala Badan. 

g. membina kegiatan keolahragaan, ketertiban, kehumasan dan ketata1aksanaan dilingkungan 

Badan; 

h. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan Badan; 

1. mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data dan informasi yang 

berhubungan dengan bidang kepegawaian; 

J. menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian yang meliputi usulan 

kenaikan pangkat, usulan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala, proses 

pernberian surat izin cuti, proses usulan pensiun serta pemberian sangsi atas pelanggaraan 

peraturan kepegawaian; 

k. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan pedoman dan petuniuk 

teknis pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan 

aparatur; 

1. menginventarisasi permasalahan-pennasalahan yang berhubungan dengan bidang kehumasan 

dan layanan informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik; 
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m. memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktura1 Umum dilingkungan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan 

berhasil guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Aparatur Non Struktura1 

Umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab 

masing-masing; 

o. mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan 

program lebih lanjut; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal 10 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan, adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat 

dibidang perencanaan, serta penyusunan laporan dinas. 

Pasal II 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini. Kepala Sub 

Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya dilingkungan Sekretariat 

dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan untuk dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Perencanaan dan 

menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 mengurnpulkan bahan dan bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka merumuskan 

arah kebijaksanaan dibidang sarana dan prasarana Badan Lingkungan Hidup Daerah; 

d.	 mengurnpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan dinas baik bulanan, triwulan 

maupun tahunan; 

e.	 mencari, mengurnpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data dan informasi yang 

berhubungan dengan aktivitas kantor sebagai bahan perencanaan Iebih lanjut; 

f.	 melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan kantor; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umum dilingkungan Sub 

Bagian Perencanaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna; 
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h.	 membagi habis tugas Sub Bagian Pereneanaan kepada Aparatur Non Struktural Umum 

sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab masing

masing; 

I.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk 

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan 

program Iebih lanjut; 

j.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

k.	 mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawaban. 

Pasal 12 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat 

~. dibidang administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dinas, pembukuan dan 

pertanggungjawaban serta laporan keuangan. 

Pasall3 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan ini, 

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rineian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya di lingkungan 

Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan untuk dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bagian Keuangan dan menyusun baban untuk pemecaban masalahnya; 

e.	 mengumpulkan petunjuk teknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta 

mengumpulkan bahan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas: 

d.	 mengumpulkan bahan penyusunan reneana kebutuhan keuangan dinas; 

e.	 menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan reneana perubahan anggaran dinas: 

f.	 melakukan administrasi pembukuan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memudabkan kontrol terhadap 

penggunaan keuangan dinas; 

g.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umum dilingkungan 

Sub Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 

guna; 

h.	 membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan kepada Aparatur Non Struktural Umum sebagai 

bawahannya agar setiap personil memabami tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 
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i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dan infonnasi danri bawahan sebagai 

bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk dijadikan masukan 

dalam program lebih lanjut; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibarikan oleh atasan; dan 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

Bagian Ketiga
 

Pasal 14
 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan
 

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan adalah menyusun, 

menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dibidang lingkungan hidup yang meliputi bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan. 

PasaII5 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan ini, 

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka menyusun 

program kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Badan serta Rencana kerja pada bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina 

Lingkungan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan yang meliputi bidang Pengendalian 

Pencemaran dan Bina Lingkungan agar pelaksanaan tugas dapat beIjalan sesuai dengan 

program kerja yang telah disusun; 

c.	 mernpelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Lingkungan 

Hidup serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengendalian 

Pencemaran dan Bina Lingkungan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan; 

d.	 membagi habis tugas pada bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan kepada 

bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung-jawab masing

masing; 

e.	 menerima, mempelajari laporan dan saran dai bawahan sebagai masukan untuk dijadikan 

bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

f.	 memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya 

guna dan berhasil guna; 
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g. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

h. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelanearan pelaksanaan 

tugas; 

I. membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 

menyusun program kerja kantor lebih lanjut; dan 

J.	 me1aksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Pasall6 

Kepala Sub BidangPengendalian Peneemaran 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran adalah melaksanakan sebagian tugas 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan dalam menyusun, menyiapkan program 

bahan pembinaan, koordinasi dan pengendalian Pencemaran Lingkungan, pengkajian dan 

monitoring, evaluasi pelaksanaan Pengendalian Peneemaran Lingkungan, koordinasi teknis 

pelaksanaan dan pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup serta melaporkan 

pelaksanaannya kepada Kepala Bidang. 

Pasal17 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan ini. 

Kepala Sub Bidang Pengendalian Peneemaran mempunyai rineian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya pada lingkup Bidang 

Pengendalian Peneemaran dan Bina Lingkungan dalam rangka penyusunan program kerja 

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi perrnasalahan-perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bidang Pengendalian Peneemaran dan menyusun bahan untuk pemeeahan rnasalahnya; 

e.	 menyusun bahan pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 

d.	 pengkajian, monitoring, koordinasi teknis dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian 

Peneemaran Lingkungan; 

e.	 melaksanakan teknis perizinan dalam pengolahan, pengumpulan dan penyimpanan limbah 

B3; 

f.	 melaksanakan teknis perizinan dalam pemanfaatan limbah cair ketanah untuk aplikasi pada 

tanah; 

g.	 melaksanakan teknis perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air; 

h.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umum dilligkungan Sub 

Bidang Pengendalian Peneemaran agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 

berhasilguna; 
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I.	 membagi habis tugas Sub Bidang Pengendalian Pencemaran kepada Aparatur Non Struktural 

Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memaharni tugas dan tanggung-jawab 

masing-masing; 

J.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

I.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasa! 18 

Kepala Sub Bidang Bina Lingkungan 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Bina Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkungan dalam melakukan Pembinaan lingkungan 

menyusun dan menyiapkan rumusan kebijaksanaan teknis pengembangan, penyajian dan 

penyebar luasan infonnasi Pembinaan Lingkungan Hidup serta melaksanakan dokumentasi data 

dan infonnasi lingkungan. 

Pasall9 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 18 Peraturan ini, 

Kepala Sub Bidang Bidang Bina Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a. Melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya pada lingkup Bidang 

PengendaIian Pencemaran dan Bina Lingkungan dalam rangka penyusunan program kerja 

Sub Bidang Bina Lingkungan untuk dijadikanpedoman daIam pelaksanaan pekerjaan; 

b. Menginventarisasi pennasaIah-pennasaiahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bidang Bina Lingkungan dan menyusun bahan untuk pemecahan masaiahnya; 

c. Melaksanakan penyebarluasan informasi dan pernbinaan lingkungan hidup dengan rnitra 

kerja lingkungan; 

d. Melakukan pembinaan dan kerjasamadengan masyarakat dan dunia usaha; 

e. Melaksanakan pemulihan dan perbaikan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan; 

f. Melaksanakan pendokumcntasian data infonnasi lingkungan lainnya; 

g. Memirnpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Urnum dilligkungan Sub 

Bidang Bina Lingkungan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 

guna; 

h. Mernbagi hahis tugas Sub Bidang Bina Lingkungan kepada Aparatur Non Struktural Urnum 

sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab rnasing

rnasing; 
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1. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai masukan dalarn penyusunan program lebih lanjut; 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

Bagian Keempat
 

Pasal20
 

Kepaia Bidang Konservasi Sumber Daya Alarn
 

Tugas Pokok Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alarn adaiah menyusun, menyiapkan dan 

melaksanakan kegiatan dibidang lingkungan hidup yang meliputi bidang Konservasi Sumber 

Daya Alarn dan Tata Lingkungan, 

Pasal21 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 20 Peraturan ini, 

Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dan sekretariat dalam rangka menyusun 

program kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Badan serta Rencana kerja pada bidang Konservasi Sumber Daya Alam untuk 

dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalarn melaksanakan tugas bidang 

Konservasi Sumber Daya Alam yang meliputi bidang konservasi sumber daya dan tata 

lingkungan agar pelaksanaan tugas dapat herjalan sesuai dengan program kerja yang telah 

disusun; 

c.	 mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Lingkungan 

Hidup serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Konservasi Sumber 

Daya Alarn sebagai landasan da1arn pelaksanaan tugas bidang Konservasi Sumber Daya 

Alam; 

d.	 membagi habis tugas pada bidang Konservasi Sumber Daya Alarn kepada hawahan agar 

setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung-jawab rnasing-masing; 

e.	 menerima, mempelajari Iaporan dan saran dai bawahan sebagai masukan untuk dijadikan 

bahan dalarn menyusun program kerja selanjutnya; 

f.	 memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya 

guna dan berhasil guna; 

g.	 mengevaiuasi hasil kerja bawahan; 
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h.	 melakukan keIjasama dengan unit keIja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

1.	 membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 

menyusun progranI kerja kantor lebih lanjut; dan 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Pasal22 

Kepala Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam adalah melaksanakan sebagian 

tugas Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dalam menyusun, menyiapkan bahan kebijakan 

operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan, serta membina dan 

mengoordinasikan perencanaan, pemantauan dan konservasi lingkungan. 

Pasal23 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan ini, 

Kepala Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai rincian tugas scbagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi keIja dengan unit kerja lainnya pada lingkup 

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dalam rangka penyusunan program kerja Sub 

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan penyusunan serta kajian sebagai bahan kebijaksanaan operasional konservasi 
~ 

\ 

sumber daya alam, 

d.	 melaksanakan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan konservasi sumber 

dayaalam; 

e.	 mernimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umum 

dilingkungan Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam agar dapat melaksanakan tugas 

secara berdaya guna dan berhasil guna; 

f.	 membagi habis tugas Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam kepada Aparatur Non 

Struktural Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung

jawab masing-masing; 

g.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat !aporan pelaksannan 

tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

h.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 
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i.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

J.	 melaksanakan pengkajian dan penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana dan beresiko 

menimbulkan bencana Iingkungan; dan 

k,	 melaksanakan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan penanggulangan kebakaran 

hutan dan lahan. 

Pasa124 

Kepala Sub Bidang Tata Lingkungan 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Tata Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Konservasi Sumber Daya Alam dalam menyusun, menyiapkan bahan kebijakan operasional 

penataan lingkungan, serta membina dan mengoordinasikan perencanaan penataan lingkungan 

hidup. 

Pasa125 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan ini, 

Kepala Sub Bidang Tata Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya pada lingkup 

Bidang Konservasi Sumber Daya A1am dalam rangka penyusunan program kerja Sub 

Bidang Tata Lingkungan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bidang Tata Lingkungan dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan penyusunan serta kajian sebagai bahan kebijaksanaan operasional penataan 

lingkungan hidup; 

d.	 melaksanakan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penataan 
.-----

Iingkungan hidup sesuai norma-norma dan ketentuan Iingkungan hidup; 

e.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non StrukturaI Umum 

dilingkungan Sub Bidang Tata Lingkungan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya 

guna dan berhasil guna; 

f.	 membagi habis tugas Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam kepada Aparatur Non 

StrukturaI Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung

jawab masing-masing; 

g.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih Ianjut; 

h.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

i.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 



15
 

J.	 menetapkan standart pengaturan terhadap kualitas lingkungan dan monitoring potensi dan 

pemanfaatan surnber daya alarn; dan 

k.	 melaksanakan penyusunan program penataan lingkungan melalui pengkajian para ahli 

lingkungan, rnasyarakat dan stakeholder lainnya. 

Bagian Kelirna
 

Pasal26
 

Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan
 

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan adalah menyusun, menyiapkan dan 

melaksanakan kegiatan dibidang Pengkajian Dampak Lingkungan meliputi pengkajian, 

penelitian, survey, pemetaan dan analisis dalam rangka perurnusan kebijaksanaan dan 

mengoordinasikan pengkajian darnpak lingkungan daerah. 

Pasal27 

Untuk menye1enggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan ini, 

Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam rangka penyusunan 

program kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Badan, serta rencana kerja pada Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan untuk 

dijadikan bahanacuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 memirnpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam me1aksanakan tugas pengkajian 

dampak lingkungan meliputi menginventarisasi, menghimpun dan mengelola/menganalisa 

~.	 data, memonitoring dan mengevaluasi darnpak lingkungan agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

c.	 mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup 

serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Pengkajian Dampak 

Lingkungan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang Pengkajian Dampak 

Lingkungan; 

d.	 melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup; 

e.	 membagi habis tugas pada bidang pengkajian dampak lingkungan kepada bawaban agar 

setiap aparatur yang ada memaharni tugas dan tanggung-jawab masing-masing; 

f.	 menerirna, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai rnasukan untuk dijadikan 

bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

g.	 memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya 

guna dan berhasil guna; 
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h.	 mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

i.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

j.	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 

menyusun program kerja Badan lebih Ianjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal28
 

Kepala Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah Melaksanakan 

sebagian tugas Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan daIam menyusun, menyiapkan program 

bahan pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dokumen kajian lingkungan, pengkajian 

dan monitoring, evaluasi pelaksanaan AMDAL, pengawasan teknis pelaksanaan AMDAL, 

UKLIUPL, pembinaan dan koordinasi perizinan lingkungan hidup serta me1aporkan 

pe1aksanaannyakepada Kepala Bidang. 

Pasal29 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ini, 

kepala sub bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai 

berikut: 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya pada lingkup Bidang 

Pengkajian Dampak Lingkungan dalam rangka penyusunan program keJja Sub Bidang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-pennasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan menyusun bahan untuk pemecahan 

masalahnya; 

c.	 menyusun bahan pembinaan, koordinasi pengawasan teknis dokumen kajian Lingkungan; 

d.	 pengkajian, monitoring, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKLIUPL; 

e.	 pengandalian teknis pelaksanaan AMDAL dan UKLlUPL; 

f.	 pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengkajian dampak lingkungan; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umwn dilligkungan Sub 

Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan agar dapat melaksanakan tugas secara 

berdaya guna dan berhasil guna; 

h.	 membagi habis tugas Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kepada Aparatur 

Non Struktural Umwn sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 

tanggung-jawab rnasing-masing; 
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1.	 mengwnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

Pasal30 

Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas adalah melaksanakan sebagian tugas 

Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dalam melakukan Peningkatan Kapasitas lingkungan 

menyusun dan menyiapkan rumusan kebijaksanaan teknis pengembangan, penyajian dan 

penyebar luasan informasi status lingkungan hidup daerab, pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

Pasal31 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan ini, 

Kepala sub bidang peningkatan kapasitas mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengann unit kerja lainnya pada lingkup Bidang 

Pengkajian Dampak Lingkungan dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bidang 

Peningkatan Kapasitas untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalah-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bidang Peningkatan Kapasitas dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya serta 

/"'. optimalisasi peran Laboratorium Lingkungan; 

c.	 melaksanakan penyebarluasan informasi status lingkungan hidup daerah; 

d.	 melakukan uji kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan; 

e.	 menyiapkan tenaga teknis laboratorium dan pengembangan sarana dan prasarana 

laboratorium lingkungan; 

f.	 menyiapkan pendudukan dan latihan, kursus-kursus, workshop dan sejenisnya dalam rangka 

peningkatan kemampuan teknis lingkungan; 

g.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umum dilligkungan Sub 

Bidang Peningkatan Kapasitas agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan 

berhasil guna; 

h.	 membagi habis tugas Sub Bidang Peningkatan Kapasitas kepada Aparatur Non Struktural 

Umum sebagai bawahannya agar setiap personil memaharni tugas dan tanggung-jawab 

rnasing-masing; 
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1.	 mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

J.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

k.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 

Bagian Keenam
 

Pasal32
 

Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan adalah menyusun, 

menyiapkan dan melaksanakan kegiatan dibidang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan 

serta evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan pengawasan dan 

penegakan hukum lingkungan. 

Pasal33 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan ini, 

Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai rincian tugas 

sebagai berikut : 

a.	 melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam rangka penyusunan 

program kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagai pedoman Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Badan, serta rencana kerja pada bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Lingkungan untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b.	 mernimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas Pengawasan 

dan Penegakan Hukum Lingkungan meliputi menginventarisasi, menghimpun dan 

mengelola/menganalisa data, memonitoring dan mengevaluasi dampak lingkungan agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah disusun; 

c.	 mempelajari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup, 

sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan penegakan hukum 

lingkungan; 

d.	 melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data lingkungan hidup serta menyusun 

laporan pelaksanaan dibidang pengawasan dan penagakan hukum lingkungan dan 

penyajiannya; 

e.	 membagi habis tugas pada bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan kepada 

bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung-jawab masing

masmg; 

f.	 menerima, rnempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan 

bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 
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g. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdayaguna 

dan berhasilguna; 

h. mengevaluasi hasil kerja bawahan; 

1.	 melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

J.	 membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam 

menyusun program kerja BOOan lebih lanjut; dan 

k.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 

Pasal34 

Kepala Sub Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup 

Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian 

tugas Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam menyusun kebijakan 

operasional pengawasan serta membina dan mengoordinasikan pelaksanaan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan. 

Pasal35 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan ini, 

Kepala Sub Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.	 melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya pada lingkup Bidang 

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam rangka penyusunan program kerja 

Sub Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

pekerjaan; 

b.	 menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c.	 melaksanakan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan/usaha yang memberikan dampak 

pada terhadap lingkungan; 

d.	 memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umum dilingkungan Sub 

Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup agar dapat melaksanakan tugas sccara berdaya guna 

dan berhasil guna; 

e.	 membagi habis tugas Sub Bidang Pengawasan kepada Aparatur Non Struktural Umum 

sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab masing

masing; 

f.	 mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

g.	 melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

h.	 mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan. 
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Pasal36 

Kepaia Sub Bidang Penegakan Hukwn 

Tugas pokok Kepaia Sub Bidang Penegakan Hukwn adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang 

Pengawasan danPenegakan Hukum Lingkungan dalam menyusun, menyiapkan bahan kebijakan 

operasionai penegakan hukwn lingkungan, serta membina dan mengoordinasikan kegiatan 

perencanaan sosiaiisasi dan informasi hukwn lingkungan. 

Pasai37 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasai 36 Peraturan ini, 

kepala sub bidang penegakan hukwn mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya pada lingkup Bidang 

Pengawasan dan Penegakan Hukwn Lingkungan dalam rangka penyusunan program kerja 

Sub Bidang Penegakan Hukum untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasaiahan-permasaiahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bidang Penegakan Hukwn dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, sosiaiisasi dan informasi serta advokasi hukwn 

lingkungan dan implementasinya; 

d. memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur Non Struktural Umwn dilingkungan Sub 

Bidang Penegakan Hukwn agar dapat melaksanakan tugas secara berdayaguna dan 

berhasilguna; 

e. membagi habis tugas Sub Bidang Penegakan Hukwn kepada Aparatur Non Struktural Umwn 

sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung-jawab masing

masing; 

f. mengwnpuikan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan 

h. mengevaiuasi basil pelaksanaan tugas bawahan. 

BABIV
 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
 

Pasai 38
 

Ketentuan lain mengenai Unit Pelayanan Teknis Badan, akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

tersendiri. 
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Pasal 39 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur rnateri yang sama 
dinyatakan tidak berlaku lagi . 

Pasal 40 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan tugas 

akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan sesuai dengan kebutuhan dcngan rnengacu kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 41 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
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